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berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan
Kendaraan Bermotor oleh Anak di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor
Sombaopu Kab. Gowa”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w serta mudah-
mudahan Allah melimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan para sahabat yang
beriman, membantu, menolong, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadaNYA.
hingga mereka menjadi orang yang beruntung. Tidak terkecuali, mereka yang
mengikuti jalanNYA dan bersatu dalam naungan ajarannya hingga hari kiamat.
Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan, bimbingan
dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas
bantuan yang telah diberikan kepada penyusun, pada kesempatan ini penyusun
mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :
1. Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian
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A. Latar Belakang Masalah
Peraturan dan undang undang lalu lintas di Indonesia menyangkut segala
aspek dalam kehidupan bermasyarakat kita seperti kegiatan berlalu lintas adalah hal
yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sosial, dimana pemerintah
bagaimana seharusnya kehidupan tersebut dilakukan.
Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh
aspek kehidupan, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar
arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain,
keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan
pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik
secara materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD‟1945. Untuk
membangun nilai ketertiban berlalulintas terhadap pribadi anak maka secara tersirat







2Dan (ingatlah) ketika lukman berkata terhadap anaknya, diwaktu ia
member pelajaran kepadanya: “Hai anakaku janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mepersekutukan (Allah) adalah benar
benar kezaliman yang besar”.
Maksud dari ayat diatas ialah sebagai orang tua hendaklah memberikan
nasihat dan pembelajaran yang baik kepada anaknnya, agar dalam kehidupan anaknya
bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap syriat maupun
norma-norma yang ada, salah satunya mengajarkan anak untuk taat kepada aturan
lalulintas.
Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai Undang undang yang mengatur
setiap aspek kehidupan bernegara. Dalam tata tertib berlalulntas Indonesia
mempunyai banyak regulasi yang mengaturnnya secara umum diatur dalm UU No.
22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas. Dalam regulasi ini melarang keras terhadap
penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, namun realitas menggambarkan bahwa
anak yang secara biologis dan psikologis yang masih belum bisa dilibatkan secara
lansung untuk mengendarai kendaraan bermotordi jalanan banyak dijumpai.
Cukup banyaknya pengguna sepeda motor yang masih di bawah umur 17
tahun di kotaGowa merupakan pelanggaran terhadap UU. No. 22 tahun 2009 Pasal 81
ayat 2a yaitu usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
Mengendarai kendaraan di jalan raya mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya
memerlukan konsentrasi dan mental yang baik. Olehkarenanya dalam UU lalu lintas
melarang terhadap penggunaaan kendaraan bermotor olah anak. Kemacetan,
tumpukan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah bahkan masalah-masalah yang bersifat
3pribadi merupakan pemicu terjadinya kecelakaan saat berada diatas kendaraan.
Dengan menguji secara psikis dan juga pengarahan, akan menekan angka kematian di
jalan raya.
Menurut Kanit Lantas dalam situs Honda Tiger lebih dari 50 % kecelakaan di
jalanraya diakibatkan oleh faktor manusia, di samping faktor kendaraan
danlingkungan sekitar.1 Jadi masalah ini dan penangannya tidak bisadianggap mudah,
karena menyangkut nyawa manusia.
Realitas yang terjadi di wilayah Gowa khususnya Polsekta Somba Opu
banyak terjadi pelanggaran ini, khususnya pada jenis SIM C yaitu untuk kendaraan
sepeda motor. Begitu mudahnya kita menjumpai anak-anak yang mengemudikan
kendaraan bermotor. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan kendaraan
bermotor pada anak merupakan sebuah masalah tentang bagaimana eksistensi dari
pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kab. Gowa merupakan sebuah kota yang memiliki tingkatkecelakaan cukup
tinggi. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkanKepolisian Resort Gowa, 147 kasus
kecelakaan di Kab. Gowaterjadi pada tahun 2010 dan di tahun 2011 kasus kecelakaan
yangterjadi adalah 231 kasus. Disamping itu, salah satu penyumbang jumlah kasus
kecelakaan di Kab. Gowa adalah pengguna sepedamotor di bawah umur. Pada tahun
2010 pengguna sepeda motor dibawah umur yang mengalami kecelakaan adalah 11
orang, kemudiandi tahun 2011 pengguna sepeda motor di bawah umur
yangmengalami kasus kecelakaan sebanyak 231 orang. Hal inilah salah satu sebab
penggunaan sepeda motor di bawah umur dilarang.Pihak kepolisian telah
mengupayakan agar jumlah kecelakaan dapat dikurangi. Salah satunya merazia para
1 Napa, (45 tahun), Kanit Lantas Polsek Sombaopu, September 2014.
4pengguna sepeda motordibawah umur karena salah satu faktor banyaknya kecelakaan
adalahpelanggaran-pelanggaran yang para pengguna sepeda motor dibawahumur
lakukan. Selain itu kepolisian melakukan penyuluhan kepadasiswa-siswa SMP dan
SMA hampir ke setiap sekolah.
Menyikapi hal tersebut Satlantas Polres Gowa tidak tinggal diam, berbagai
langkah diupayakan untuk meminimalkan penggunaan sepeda motor oleh anak
dibawah umur, mulai dari upaya pre-emtif, preventif dan represif, salah satu upaya
tindak lanjut dari upaya represif tersebut adalah melakukan pemanggilan kepada
orang tua anak yang ditemukan menggunakan sepeda motor, ironis ternyata
kebanyakan dari mereka, di dapati pada saat-saat jam sekolah".2harapan orang tua
untuk mereka cepat sampai ke sekolah ternyata tidak seperti yang faktanya". Masih
banyak jalan menuju Roma masih banyak cara untuk sampai ke sekolah tidak meski
dengan sepeda motor, sepeda motor bukan jaminan meraka cepat sampai ke sekolah,
sepeda motor bukan jaminan menjadikan mereka lebih pintar dan cerdas, sejatinya
kita telah membiarkan dan mengajarkan mereka melanggar satu aturan yang harusnya
ditaati.Para orang tua menggunakan kesempatan ini untuk memudahkan aktifitasnya
seperti,menyuruh anak berbelanja, mengantarkan barang atau mengantarkan orang
tua ke tempat kerja.3
Pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan,
yaitu:
2Wagiati Sutedjo,Hukum Pidana Anak (Bandung:Refika Aditama, 2010), h. 9-10.
3Kartini Kartono, Patologi SosialKenakalan Remaja (Jakarta: Grafindo, 2008),h. 45.
51. Dari 147 kasus kecelakaan pada tahun 2010 di Kab. Gowa 11 kasus
kecelakaan diantaranya adalah pengguna sepeda motor di bawah umur dan
pada tahun 2011 dari 231 kasus kecelakaan di Kab. Gowa, 20 kasus
kecelakaan diantaranya terjadi karenapengguna sepeda motor di bawah umur
(data kepolisian PolresGowa).
2. Kurang ketatnya peraturan di beberapa sekolah di kotaGowa tentang larangan
siswa untuk membawa sepeda motor ke sekolah terutama pada siswa yang
masih dibawah umur. Beberapa sekolah di kotaGowa terkesan tidak
mempedulikan siswanya yang membawa sepeda motor dengan alasan lokasi
sekolah yang jauh dan untuk mengurangi beban biaya transportasi siswa.
3. Cukup banyaknya pengguna sepeda motor yang masih di bawah umur 17
tahun di kotaGowa merupakan pelanggaran terhadap UU. No. 22 tahun 2009
Pasal 81 ayat 2a yaitu usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi
A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam rangka pengurangan
penggunaan sepeda motor di bawah umur kurang berhasil. Perlu adanya penanganan
yang terencana untuk mengurangi jumlah pengguna sepeda motor oleh anak dibawah
umur.Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas Upaya
Penegakan Hukum Terhadap Panggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh
Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sombaopu Kab. Gowa.
B. Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan
kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimana upaya hukum pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan
6penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur ?
C. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap penggunaan
kendaraan bermotor oleh anak dalam wilayah Polsekta Somba Opu Gowa.
D. Kajian Pustaka
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur
yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis
baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya:
1. “Tinjauan Kriminologis dan sosiologis Terhadap Penggunaan Kendaraan
Bermotor Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea”. Oleh
Muh. Ilham Mansur Universitas Hasanuddin. Dalam Skripsi tersebut,
membahas faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan
kendaraan bermotor oleh anak secara umum dan upaya-upaya
penanggulangan-nya dengan menggunakan pendekatan 2 metode pendekatan
yaitu, pendekatan kriminologis dan sosiologis.
2. “Tentang krimnologi” karya Topo Santoso memberikan pengetahuan
mengenai faktor-faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, objek
studi kriminologi, dasar dan teori kriminologi.
3. “Pengantar kriminologi” karya E. Sahetti memberikan pengetahuan mengenai
ruang lingkup kriminologi.
4. “ Patologi Sosial Kenakalan Remaja” karya Kartini Kartono memberikan
pengetahuan tentang prilaku kenakalan anak di dalam masyarakat.
5. “Hukum Pidana Anak”karyaWagiati Sutedjo memberikan pengetahuan
tentang hukum pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran.
7Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun
dalam bentuk tesis atau disertasi, kemudian yang menjadi perbedaan antara skripsi
tersebut di atas adalah terletak pada batasan pendekatan dan lokasi penelitian, Skripsi
tersebut di atas membahas dengan menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan
kriminologis dan sosiologis dan bersifat umum sedangkan dalam penelitian ini,
peneliti membahas mengapa anak menggunakan kendaraan bermotor dan upaya
pencegahannya dari pihak kepolisian, peneliti lebih menfokuskan pada anak yang
melakukan pelanggaran (pengertian anak dan pegertian kenakalan anak) dengan
menggunakan pendekatan kriminologis.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab banyaknya penggunaan kendaraan
bermotor oleh anak.
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap
pencegahan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam wilayah hukum
polsekta somba opu Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pengguna kendaraan
bermotor oleh anak.
b. Sebagai upaya untuk menambah khasanah kepustakaan pada bidang Kriminologi
dan Hukum Pidana.
c. Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai
bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa dan ingin mengetahui serta
8meneliti lebih jauh tentang Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dalam
wilayah hukum polsekta somba opu.
8BAB  II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tindak Pidana Lalu Lintas
1. Pengertian Pelanggaran
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” artinya perbuatan (perkara)
melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.1 Dalam
sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi
dua golongan yaitu: kejahatan misdrijve dan pelanggaran overtrdingen. Alasan
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih
ringan daripada kejahatan.Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada
perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang
boleh dihukum.Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan
atau denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana
penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:
a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan
kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar
negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang
tidak perlu dituntut.
b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
c. Pada pemidanan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu
1Ssuharsimi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 634.
9kejahatan atau pelanggaran.2
1. Pengemudi Kendaraan Bermotor
Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Dalam Undang-
undang ini diatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan
bermotor.Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat 1
berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang
dikemudikan.” Dalam pasal ini jelas diatur bahwa seseorang yang
mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin
Mengemudi. SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi
yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang
yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, serta
memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan
bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib
memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang
dikemudikannya.SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian,
yakni SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan
SIM untuk perorangan diatur dalam pasal 80 dalam undang-undang ini :
a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan
barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012),h.29.
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b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan
barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram;
c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat,
Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan
atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi
penyandang cacat.
Adapun yang menjadi syarat untuk mempeloleh SIM perorangan adalah
memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan melulusi ujian yang
dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM perorangan. Dari segi usia diatur
dalam pasal 81 ayat 2 UU NO. 22 Tahun 2009,yakni:
1) usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin
Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2) usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
3) usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
Sedangkan penggolongan SIM kendaraan bermotor umum diatur pada
pasal 82, yakni:
a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan
bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak
melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
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b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil
penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan
penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau
gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau
gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram. Syarat atau batasan umur bagi
seseorang yang ingin memperoleh SIM kendaraan bermotor umum, Diatur pada
Pasal 83 ayat 2,yakni:
Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai
berikut:
a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
Dari ketentuan ini jelaslah bahwa sesorang yang belum mencukupi usia yang
ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak dapat memperoleh
SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran lalu lintas, di mana
terdapat anak yang mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum
mencapai usia untuk memperoleh SIM. Bagi seseorang yang melanggar ketentuan
pasal Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281
undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat)
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bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
B. Teori kriminologi perspektif biologis
Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang
diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lambrosso membantah
sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan
adaya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat
muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia
modern. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan adalah
bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan
non-kriminal.Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk
kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk
awal dari evolusi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan
penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu :
1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme Insane criminal,
yaitu oarang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam
otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan
antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau
paranoid.
1. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan Berdasarkan
pengalaman yang terus-menerus  sehingga mempengaruhi pribadinya.
Contohnya penjahat kambuhan (habitual criminals)
2. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya
karena marah, cinta atau karena kehormatan.
Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif biologis
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diantaranya: Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon Glueck dan
Elanor Glueck, Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick. Tingkah laku
sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena
faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat
jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:
1. Melalui gen atau plasma pembawa sifat pada keturunan, atau melalui
kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen terte1ntu, yang
semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak
menjadi delinkuen secara potensial.
2. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal),
sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
3. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang
menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat
jasmaniah bawaan brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan diabetes
insipidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat
kriminal serta penyait mental.3
C. Teori kriminologi perspektif psikologis
Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan terdiri atas :
1. Teori Psikoanalisis Teori Psikoanalisi tentang kriminalitas menghubungkan
delinquent dan prilaku criminal dengan suatu consciense (hati nurani) yang
baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu
lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu
kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmun Freud (1856-1939), penemu
3Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 25
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dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an
overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 19 dan
dihukum. Begitu dihukum maka perassan bersalah mereka akan mereda.
Pendekatan psychoanalytic masih tetap  menonjol  dalam menjelaskan baik
fungsi normal atau asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik
kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :
a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada
perkembangan masa kanak-kanak mereka.
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin- menjalin dan interaksi itu
mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
2. Kekacauan Mental (Mental Disorder)
Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh
penghuni lembaga permasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter
Perancis sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau oleh
dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai „moral incanity‟ dan oleh
Gina Lamrosso-Ferrero sebagai irresistible atavistic impulse.
Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisosial personality
atauPsycopaty sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu
ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan
tidak pernah merasa bersalah.
3. Pengembangan Moral (Development Theory)
Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam
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tahap preconvention stage atau tahapan pra-konvensional, di mana aturan
moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk
menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11
tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. Psikolog John
Bowl mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih saying sejak lahir
dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Menurut Bowlby, orang
yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan
membentuk ikatan kasih sayang. John McCord menyimpulkan bahwa variabel
kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua,
kurang percaya diri dari sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan
mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan
atau harta kekayaan.
4. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku delinquent
dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku
non-deliquent. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain :
a. Observasi Learning
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu
mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Anak belajar
bagaimana bertingkah- laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang
terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.
b. Direct Experience
Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi dipelajari melalui
pelajaran langsung (direct experience).Mereka melihat bahwa anak-anak yang
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bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-
kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.
c. Differential Association Reinforcement
Burgness dan Akers menggabungkan learning theory dari bandura dengan
teori Differential Association Reinforcement.Menurut teori ini, berlangsung terusnya
tingkah laku criminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.4Jika
dihubungkan dengan perilaku delinkuen pada anak, mana pada dasarnya teori di atas
menekankan pada sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek
psikologis atau isi kejiwaannya.Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian,
motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru,
konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-
lain.Argumen sentral teori-teori ini ialah delinkuen merupakan bentuk penyelesaian
atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli
eksternal/ sosial dan pola-pola hidup keluarga 20 yang patologis.Kurang lebih dari
90% dari jumlah anak-anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan (broken
home).Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan
masalah psikologis personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang tergantung pada
diri anak-anak sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga
guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk prilaku delinkuen.Ringkasnya,
delinkuensi atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak
remaja itu sendiri.5
4A.S. Alam dan Amir Ilyas, Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi
(Bandung: Alumni, 1981), h.3-4.
5Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, h.26.
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D. Teori kriminologi perspektif hukum Islam
Syari’ah mempunyai konsep signifikan untuk menanggulangi masalah
kejahatan. Konsep syari’ah jauh lebih universal dibandingkan dengan konsep para
kriminolog modern saat ini (dapat dilihat pada uraian selanjutnya). Konsep syari’ah
juga merupakan konsep yang telah teruji dalam kurun waktu lama, seperti pernah
dilakukan Nabi Muhammad saw, Abu Bakar Siddiq ra, Umar bin Khatthab ra dan Ali
bin Abi Thalib ra., dalam menanggulangi kejahatan dan kemudian mampu meredam
kejahatan dalam berbagai jenis. Berpijak pada konsep tersebut penulis
memperkenalkan kriminologi syari’ah sebagai satu-satunya konsep yang mampu
mengidentifikasi akar penyebab kejahatan dan memberi strategi tepat untuk
penanggulangan kejahatan. Pengetahuan tentang penyebab kejahatan (etiologi
criminal) sangat diperlukan sebab dengannya kita akan melakukan tindakan
pencegahan dini (pre-emtif) terhadap munculnya kejahatan. Begitu pula kita
sepatutnya mengetahui cara mengatasi kejahatan agar kejahatan tidak merajalela, di
sisi lain pelaku kejahatan memperoleh efek jera (deterrnce) dan tetap diperlakukan
manusiawi, selain itu korban kejahatan dan masyarakat merasa terbebas dari tekanan
kejahatan itu sendiri.
1. Definisi
Ada dua unsur berkenaan dengan Hukum Allah yang diberlakukan pada
makhluk ciptaan-Nya, yakni manusia. Unsur pertama adalah hakikat dan kedua
syari’at. Ketetapan Tuhan berupa hakikat diperoleh melalui pendekatan rohani yang
bermuara pada keimanan dimana panduannya adalah Al Qur’an. Sedangkan
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ketetapan Tuhan yang berupa syari’at hanya dapat terlaksana melalui perwujudan
tingkah laku, perbuatan, dan pelaksanaan yang bersifat jasmaniyah sehingga tidak
cukup bersifat rohaniyah semata. Intinya, syari’at adalah aturan Allah yang
pelaksanaannya ditentukan oleh aktivitas fisik berupa penegakkan hukum Allah SWT
yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia.
Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji tentang kejahatan. Adapun
kriminologi syari’ah adalah studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip
syari’ah. Dalam hal ini, syari’ah mempunyai kewenangan untuk membedakan mana
kejahatan dan bukan kejahatan; apakah seseorang dikatakan kriminal atau non-
kriminal; apakah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat diterima atau tidak;
apakah hukum yang berlaku benar atau salah; dan apakah hukum yang ditetapkan
penguasa dapat diterima atau tidak.
2. Ruang Lingkup
Kriminologi syari’ah memandang kejahatan dari semua aspek dimana
yang menjadi fokus perhatian bukan hanya pelaku kejahatan (offender). Hal ini
berbeda dengan kriminologi umum yang terlalu membela pelaku kejahatan (offender
oriented. Meski demikian, kriminologi syari’ah juga tidak hanya menaruh perhatian
pada korban kejahatan (victim), hal ini berbeda dengan viktimologi yang cenderung
lebih memfokuskan pada korban kejahatan. Kriminologi syari’ah mencakup semua
unsur kejahatan yang ada di dalamnya. Dalam arti, kriminologi syari’ah memberi
perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi, terhadap: [1] Pelaku kejahatan
(offender) [2] Korban kejahatan (victim) [3] Kejahatan (crime) [4] Masyarakat
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(society) [5] Sistem peradilan pidana (criminal justice system) [6] Negara (state).
Pandangan syari’ah dalam menangani kejahatan berdasar pada ketetapan Allah
Penguasa langit dan bumi. Jadi, siapa pun pelanggar hukum, tanpa peduli apakah itu
pejabat negara atau masyarakat jelata, maka semuanya harus tunduk dan patuh pada
ketetapan Tuhan Penguasa alam semesta, yakni Hukum Allah Yang Maha Hakim.
3. Sejarah
Model penghukuman syari’ah dalam menyikapi kejahatan telah berlaku
semenjak akhir abad 5 M tepatnya ketika Nabi Muhammad saw diangkat menjadi
Utusan Allah Swt dan beberapa tahun kemudian menerima wahyu mengenai
pemberlakuan qishash. Dengan demikian cikal bakal kriminologi syari’ah telah
berumur lebih lama dibandingkan kriminologi itu sendiri yang lahir pada akhir abad
17 sampai 18 Masehi. Model penghukuman dalam syari’ah dikenal dengan pidana
Qishash. Apabila ditelaah lebih jauh pidana qishash mempunyai banyak
pertimbangan manusiawi. Oleh sebab itu, semua orang yang terlibat dalam tindak
pidana maka ia akan diperlakukan manusaiwi melalui pidana qishash. Intinya, semua
pihak yang terlibat dalam kejahatan seperti pelaku, korban, masyarakat, agen penegak
hukum, dan negara, akan merasa sangat diuntungkan dengan berlakunya hukum
Allah Pencipta umat manusia sehingga akar kejahatan dapat diketahui dan maraknya
kejahatan dapat ditekan seminimal mungkin. Uraian lebih lengkap dapat dilihat pada
bab selanjutnya.
4. Penyebab Utama Kejahatan
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Kriminologi syari’ah mengajukan konsep bahwa penyebab utama kejahatan
adalah kurangnya iman individu terhadap Allah Tuhan Yang Maha Hakim.
Kriminologi syari’ah mengajukan “Iman Determinisme” sebagai penyebab utama
terjadinya kejahatan. Manakala iman menurun maka individu—siapa pun dia—
memiliki kecenderungan melakukan kejahatan. Sebaliknya, semakin tinggi iman
maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan. Penguasa yang beriman, ia akan
menegakkan Hukum Tuhan Pencipta alam semesta. Masyarakat yang beriman tidak
akan pernah memberi pengaruh jahat pada penghuninya. Dan individu yang beriman
berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi tingkah laku kejahatan. Konsep iman terdiri
dari:
a. Beriman kepada Allah Yang Maha Hakim
Umat manusia harus menyadari bahwa mereka dahulunya tidak ada di bumi
muka bumi ini. Siapa yang menciptakan manusia dari ketiadaan? Jawabannya, Allah
Yang Maha Agung, Dialah yang telah menciptakan umat manusia. Setelah itu,
manusia akan dikembalikan ke hadlirat Allah Pencipta alam semesta. Pada hari
kiamat, Allah Yang Maha Hakim akan mengadili manusia berkenaan dengan tindak
tanduknya selama di dunia. Allah Penguasa langit dan bumi berjanji
menganugerahkan surga yang abadi bagi manusia beriman dan beramal salih.
Sebaliknya, Allah Yang Maha Perkasa menjanjikan kehidupan neraka yang abadi
bagi manusia yang mengingkari Allah Tuhan semesta alam.
b. Beriman pada hari kiamat
Hidup di dunia hanya sebentar sedangkan akhirat adalah negeri abadi penuh
kenikmatan. Ketika manusia benar-benar mencintai akhirat, maka ia akan berupaya
menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan. Manusia akan lebih mementingkan
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akhirat daripada dunia. Dengan demikian, manusia merasa tertuntut berlomba
melakukan amal salih guna mengumpulkan bekal menghadap Allah Yang Maha Adil
lagi Maha keras siksa-Nya. Semakin orang beriman pada hari akhirat maka akan
semakin hati-hati dia dalam menjalani aktivitas kehidupan, seperti petani, pedagang,
pegawai, atau pejabat pemerintah.
Orang beriman yang berdagang—baik sebagai pedagang kecil maupun
pengusaha—mereka akan berusaha berdagang secara halal dan jujur. Pelajar yang
beriman pada hari akhirat tidak akan pernah menodong, tawuran atau minuman keras.
Masyarakat yang beriman mereka akan berusaha menghindari perbuatan munkar dan
penguasa yang beriman, maka ia akan memakai hukum Allah Yang Maha Adil.
Dengan menegakkan Hukum Tuhan Penguasa langit dan bumi, maka hukum tidak
akan berpihak pada segelintir orang, melainkan hukum mampu melindungi umat
manusia secara keseluruhan.
5. Penyelesaian Masalah Kejahatan
Setelah kita mengetahui bahwa kejahatan disebabkan oleh kurangnya iman
kepada Tuhan Penguasa langit dan bumi, maka upaya penanggulangan kejahatan
dapat diaplikasikan melalui dua aspek:
a. Memperkuat iman umat manusia terhadap Allah Pencipta umat manusia
b. Memberlakukan Hukum Allah Yang Maha Hakim dalam menangani segala
macam tindak kejahatan.
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Hukum Allah Yang Maha Adil mempunyai universalitas dalam menangani
kejahatan. Mulai dari kejahatan kecil sampai kejahatan besar sekalipun. Sebaliknya,
sistem peradilan buatan manusia, dari dulu hingga sekarang, belum mampu mencapai
hasil yang diharapkan, bahkan dari hari ke hari kezaliman di muka bumi semakin
memperihatinkan. Sebagai contoh: Sistem penjara. Penjara sebagai tujuan akhir dari
peradilan pidana memunculkan banyak masalah. Seperti membludaknya jumlah
narapidana dari tahun ke tahun (over capacity), kekerasan dalam penjara, penyakit
dalam penjara, tawuran dalam penjara, homoseksual dalam penjara, sekolah
kejahatan, beban negara semakin membengkak, residivis, dan sebagainya. Melalui
penegakkan hukum Tuhan Pencipta manusia, maka kemakmuran umat manusia akan
terwujud sehingga manusia dapat kembali khidmat untuk menyembah Allah Tuhan
semesta alam. Dialah Allah Pencipta umat manusia. Tuhan Pengatur langit dan bumi.
Tuhan Yang mengedarkan matahari, bulan, dan bumi. Allah Yang Menghakimi umat
manusia pada hari kiamat.
E. Teori psikoanalisa
1. Pandangan Teori perkembangan psikoanalisis menurut Freuds
Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki tiga
tingkat kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious), dan tak-
sadar (unconscious).Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk
mendiskripsi unsur cermati (awareness) dalan setiap event mental seperti berfikir
dan berfantasi.Sampai dengan tahun 1920an, teori tentang konflik kejiwaan hanya
melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923 Freud mengenalkan
tiga model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini
tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi/menyempurnakan gambaran
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mental terutama dalam fungsi atau tujuannya. Enam elemen pendukung struktur
kepribadian itu adalah sebagai berikut:
a. Sadar (Conscious)
Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat
tertentu.Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja Bari kehidupan mental (fikiran,
persepsi, perasaan dan ingatan) yang masuk kekesadaran (consciousness).Isi
daerah sadar itu merupakan basil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus
atau cue-eksternal. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat
di daerah conscious, dan segera tertekan ke daerah perconscious atau
unconscious, begitu orang memindah perhatiannya ke we yang lain.
b. Prasadar (Preconscious)
Disebut juga ingatan siap (available memory), yakni tingkat kesadaran
yang menjadi jembatan antara sadar dan taksadar.Isi preconscious berasal dari
conscious dan clan unconscious.Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian,
semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke
daerah prasadar. Di sisi lain, isi-materi daerah taksadar dapat muncul ke daerah
prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat
kemunculan materi tak sadar materi itu akan ditekan kembali ke ketidaksadaran.
Materi taksadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran
dalam bentuk simbolik, seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme
pertahanan diri.
c. Tak Sadar (Unconscious)
Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan
menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia.Secara khusus Freud
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membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik tetapi itu adalah
kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls dan drives yang dibawa
dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik (biasanya pada masa anak-anak)
yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah taksadar. Isi atau materi
ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam
ketidaksadaran, pengaruhnya dalam mengatur tingkahlaku sangat kuat namun tetap
tidak disadari. Model perkembangan psikoanalisis dasar, yang terus-menerus
dimodifikasi oleh Freud selama 50 tahun terakhir hidupnya, terdiri atas tiga
komponen pokok; (1) satu komponen dinamik atau ekonomik yang menggambarkan
pikiran manusia sebagai sistem energi yang cair; (2) satu komponen struktural atau
topografik berupa sebuah sistem yang memiliki tiga struktur psikologis berbeda tetapi
saling berhubungan dalam menghasilkan perilaku; dan (3) satu komponen sekuensial
(urutan) atau tahapan yang memastikan langkah maju dari satu tahap perkembangan
menuju tahap lainnya, yang terpusat pada daerah-daerah tubuh yang sensitif, tugas-
tugas perkembangan, dan konflik-konflik psikologis tertentu.
2. Komponen Dinamik (Energi Psikis)
Semangat (atau arah) perkembangan ilmiah dan intelektual pada akhir
abad ke-19 terpusat di sekitar kajian tentang energi, dan Freud menerapkan
konsep energi tersebut terhadap perilaku manusia.Ia menyebut energi ini sebagai
energi psikis (psychic energy atau energy yang mengoperasikan berbagai
komponen sistem psikologis. Freud berpendapat bahwa insting (instincts) atau
dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama
energy psikis. Insting memiliki dua ciri khas yang sangat penting, yakni: ciri
konservatif (pelestarian) dan ciri repetitif (perulangan). Maksudnya, insting selalu
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menggunakan sesedikit mungkin jumlah energi yang di perlukan untuk
melaksanakan aktivitas tertentu dan kemudian mengembalikan organisme kepada
keadaannya yang semula, dan hal itu terjadi secara berulang-ulang.Dalam sistem
Freud, insting bertindak sebagai perangsang pikiran mendorong individu untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Insting juga bisa dipandang sebagai
gambaran psikologis dari proses biologis yang berlangsung.
3. Komponen Struktural
a. Id (Das Es)
Id adalah sistem kepribadian yangasli, dibawa sejak lahir. Dari id ini
kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek
psikologik yang diturunkan, seperti insting, impuls dan drives. Id berada dan
beroperasi dalam daerah unansdous, mewakili subjektivitas yang tidak pemah
disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan
enerji psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian
lainnya.Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (pleasunprinciple), yaitu:
berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi Id, kenikmatan
adalah keadaan yang relatif inaktif atau tingkat enerji yang rendah, dan rasa sakit
adalah tegangan atau peningkatan enerji yang mendambakan kepuasan. Jadi ketika
ada stimuli yang memicu enerji untuk bekerja – timbul tegangan enerji – id
beroperasi dengan prinsip kenikmatan; berusaha mengurangi atau menghilangkan
tegangan itu; mengembalikan din ke tingkat enerji yang rendah.Pleasure principle
diproses dengan dua Cara, tindak refleks (reflex actions) dan proses primer
(primaryprocess). Tindak refleks adalah reaksi otomatis yangdibawa sejak lahir
seperti mengejapkan mata – dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana
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dan biasanya segera dapat dilakukan. Proses primer adalah reaksi
membayangkan/mengkhayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan
tegangan – dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar
membayangkan makanan atau puting ibunya. Proses membentuk gambaran objek
yang dapat mengurangi tegangan, disebut pemenuhan hasrat (nosh fullment),misalnya
mimpi, lamunan, dan halusinasi psikotik.Id hanya mampu membayangkan sesuatu,
tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar
memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedaka benar-salah, tidak
tabu moral. Jadi hams dikembangkan jalan memperoleh khayalan itu secara nyata,
yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan ketegangan baru khususnya masalah
moral. Alasan inilah yang kemudian membuat Id memunculkan ego.
b. Ego (Das Ich)
Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita; sehingga ego
beroperasi mengikuti prinsip realita (realityprinciple); usaha memperoleh kepuasan
yang dituntut Id dengan mencegah terjadinya tegangan barn atau menunda
kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan.
Prinsip realita itu dikerjakan metalui proses sekunder (secondaryprocess), yakni
berfikir realistik menyusun rencana dan menguji apakah rencana itu menghasilkan
objek yang dimaksud. Proses pengujian itu disebut uji realita (reality testin
;melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah difikirkan secara realistik.
Dari cara kerjanya dapat difahami sebagian besar daerah operasi ego berada di
kesadaran, namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah
taksadar.Ego adalah eksekutif (pelaksana) dari kepribadian, yang memiliki dua tugas
27
utama; pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana
yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan
dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang
resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha
memenuhi kebutuhan Id sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan
berkembang-mencapai-kesempurnaan dan superego. Ego sesungguhnya bekerja
untuk memuaskan Id, karena itu ego yang tidak memiliki enerji sendiri akan
memperoleh enegi dari Id.
c. Superego (Das Ueber Ich)
Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi
memakai prinsip idealistik (idealisticprinciple) sebagai lawan dari prinsip kepuasan
Id dan prinsip realistik dad Ego.Superego berkembang dari ego, dan seperti ego dia
tidak mempunyai energi sendiri.Sama dengan ego, superego beroperasi di tiga daerah
kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia
luar (sama dengan Id) sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya
tidak realistik (Id tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatan).Prinsip
idealistik mempunyai dua subprinsip, yakni conscience dan ego-ideal.Super-ego pada
hakekatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua atau interpretasi
orang tua mengenai standar sosial, yang diajarkan kepada anak melalui berbagai
larangan dan perintah. Apapun tingkahlaku yang dilarang, dianggap salah, dan
dihukum oleh orang tua, akan diterima anak menjadi suara hati (conscience), yang
berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apapun yang disetujui, dihadiahi dan
dipuji orang tua akan diterima menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal, yang
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berisi apa saja yang seharusnya dilakukan. Proses mengembangkan konsensia dan
ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi
(introjection). Sesudah terjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol
orang tua.6
F. Dasar hukum terhadap pelaku anak
1. Pengertian Anak
Anak adalah manusia yang masih kecil,misalnya: berusia 6 tahun.Usia
6 tahun bagi anak disini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang
dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Black’s Law Dictionary,
menjelaskan: “Child is one who had not attained the age of fourteen years,
thought the meaning now various in different statutes, e.g. childlabor,
support, criminal etc.” Usia 14 tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam
ketentuan yang berbeda, misalnya: untk bekerja, membantu sesuatu, perbuata
yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak itu
sudah mengandung nilai yuridis.7Dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak.Lain
peraturan perundang- undangan, lain pula kriteria anak. Beberapa pengertian
anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan  di indonesia antara lain :
6http://desyandri.wordpress.com/2014/01/21/teori-perkembangan-psikoanalisis-sigmund-
freud, diakses pada tanggal 4 juli 2014.
7Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak dibawah Umur (Bandung: Alumni, 2010),h.55
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a. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)
menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.
b. Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi
belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal
ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan
perbuatan yang yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan
perundang-undangan maupun menurut ]peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
c. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5)
ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum
menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya.
d. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2)
ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum
kawin.
e. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1)
ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai
umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
f. Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang
boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan
belum pernak kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak
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yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang
(pasal 153 ayat (5) KUHAP ).
g. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 ditentukan bahwa batasan
anak adalah orang yang berumur di bawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara
teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat
menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau
Pemeliharaannya tanpa Penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai
anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal
46, pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal.Menurut Sudarsono, suatu
perbuatan dianggap delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan
dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan
yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif.8 Paul
Moedikno dalam buku Romli Atmasasmita, memberikan perumusan mengenai
pengertian Juveline Deliquency, yaitu sebagai berikut:
1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan,
bagi anak-anak delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hokum
pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana  tidak
sopan, mode you can see dan sebagainya.
3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial,
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.
8Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak
diIndonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 55-56.
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Maud A. Merril dalam buku Gerungan, merumuskan Juvenile
Delinquency sebagai berikut :“A child is classified as a delinquent when his
anti social tendenciesappear to be so grave that he become or ought to
become thesubject of official action.”Seorang anak digolongkan anak
delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial
yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau
hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atas
mengasingkannya.9Kusumanto mengatakan bahwa Juvenile delinquency atau
kenakalan anak atau remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan
dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel
dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat
yang berkebudayaan.10
1. Pengertian kenakalan anak
Juvenile Delinquent atau yang lebih dikenal dengan istilahkenakalan
remaja secara harfiah berasal dari bahasa Latin. Juvenile berasal dari kata
juvenilis yang artinya: anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada masa muda,
sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari kata delinquere yang
berarti : terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,
a-sosial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak
dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.11Menurut Romli
Atmasasmita, delinkuensi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan
oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
9Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 9-10
10Sofyan S. Willis, Problema Remaja dan Pemecahannya (Bandung: Angkasa, 1994), h.59
11Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 6.
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hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri
dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar
Bahasa Insonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi
secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan
remaja adalah terjemahan kata “juvenile delinquency” dan dirumuskan sebagai
suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat
asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan- ketentuan hukum yang
berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas
tahun dan di bawah delapa belas tahun serta belum menikah. Wiiliam G.
Kvaraceus mengatakan: “Most statutes point out that delinquent behavior
contitutes a violation of the law or municipal ordinance by a young person under
a certain age”. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dianggap delinkuen apabila
perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan normayang ada dalam
masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di
dalamnya terkandung unsur-unsur normatif.12 Paul Moedikno dalam buku Romli
Atmasasmita, memberikan perumusan mengenai pengertian Juveline Deliquency,
yaitu sebagai berikut:
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi
anak-anak delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hokum pidana,
seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak
12Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak
diIndonesia, h. 55-56.
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sopan, mode you can see dan sebagainya.
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial,
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.
Maud A. Merril dalam buku Gerungan, merumuskan Juvenile
Delinquency sebagai berikut :“A child is classified as a delinquent when his anti
social tendenciesappear to be so grave that he become or ought to become
thesubject of official action.”Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila
tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian
memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil
tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atas
mengasingkannya.13Kusumanto mengatakan bahwa Juvenile delinquency atau
kenakalan anak atau remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan
syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh
suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang
berkebudayaan.14
2. Teori-teori pencegahan dalam hal pelanggaran hukum oleh anak
a. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah
menanamkan nilai- nilai moral/norma-norma yang baik sehingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipin ada kesempatan untuk
13Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, h. 9-10.
14Sofyan S. Willis, Problema Remaja dan Pemecahannya, h. 59.
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melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat
menjadi hilang meskipun ada kesempatan.Cara pencegahan ini berasal dari teori
NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah
malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti
dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi
yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney dan
kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.
b. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk
dilakukannya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya adalah ada
orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-
motor yang ada ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya prevenIf kesempatan ditutup.
c. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yag





A. Jenis Dan Lokasi Penelitan
Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Kantor
Polsekta Somba Opu kec. Somba opu kab.Gowa.
1. Jenis Data
a. Data Kualitatif
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk informasi baik
secara lisan maupun tulisan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian deskriftif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai
obyek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan
ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Polsekta Somba Opu Gowa.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis
empiris, tinjauan kriminologis, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap
penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di tengah-tengah masyarakat. mengkaji
penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli hukum
terkait dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil
penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan akademis keilmuan hukumnya dalam
penelitan hukum.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris, secara yuridis
dengan mengkaji peraturan perundang –undangan yang berkaitan dengan lalu lintas
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sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lalu lintas, antara lain
pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan
dan pasal 359 KUHP. Secara empiris dengan cara melihat kenyataan yang ada di
lapangan dari sudut penerapan hukum. Bahan yang diperoleh dari kepustakaan atau
data sekunder terdiri dari:
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu
Polsekta Somba Opu Gowa. Sumber data primer ini adalah hasil dari
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai
permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat
langsung dari lokasi  penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa
permasalahan, terdiri dari buku-buku, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah para
ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus
Istilah-istilah dalam lalu lintas dan lainnya.
Pada dasarnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara bukti, catatan atau
laporan, historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan field research (penelitian
lapangan) dan library research (kepustakaan).
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D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
berdasarkan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung
melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta anak yang mengendarai
kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsekta Somba Opu. Sedangkan penelitian
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis pada perpustakaan Pusat
dan Fakultas Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Alat pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu data yang
bisa diperoleh dalam Peraturan Perundang-undangan, buku teks, hasil
penelaahan, wawancara dengan hasil tanya jawab, kuisioner, index kumulatif
yang berdasarkan literature tertulis (kepustakaan).
Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh
untuk penulisan skripsi ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan
analisis secara yuridis kualitatif dalam arti suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis, lalu disusun secara sistematis
selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab yang menjadi
penyebab banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan upaya
pencegahannya dari pihak kepolisian.
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F. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder diolah terlebih
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu,
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuaidengan permasalahan yang
erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan
berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan
Kepolisian Sektor Kota Somba Opu merupakan suatu lembaga Kepolisian di
bawah naungan kepolisian resort (Polres) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Polsek
somba opu bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah
hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan, yang berlaku
dalam organisasi Polri, Polsek Somba Opu beralamat di Jl. Poros Malino Gowa.
B. Faktor faktor yang menyebabkan banyaknya pengunaan kendaraan bermotor
oleh anak
Tabel 1
Tingkat pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur
TAHUN DITANGANI PELANGGARAN LANJUTPROSES
PERSENTASE
HUKUM (%)
2009 22 11 9 5 %
2010 37 26 11 6 %
2011 50 35 15 8 %
2012 75 52 23 10 %
2013 98 77 48 22 %
2014 136 128 104 49 %
JUMLAH 418 329 210 100%
(Sumber: Data kantor Polsekta Somba Opu)
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Berdasarkan data pengguna kendaraan bermotor di atas, tergambar bahwa
jumlah anak yang menggunakan kendaraan bermotor dari tahun 2009-2014
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 tercatat ada 22 kasus pelanggaran
mengenai penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, 11 pelanggararan yang
kemudian dilakukan pendataan oleh pihak kepolisian kemudian diberikan teguran,
Sedangkan sisanya ada 9 kasus diantaranya dilanjutkan pada proses hukum (tilang).
Pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Tercatat ada 37
kasus pelanggaran yang ditangani oleh kepolisian, 26 diantaranya dilakukan
pendataan, sedangkan sisanya 11 kasus dilanjutkan pada proses hukum (tilang). Pada
tahun 2011 sebanyak 50 kasus pelanggaran kemudian dilakukan pendataan dan
teguran kepada anak yang melanggar beserta orangtuanya. Pada tahun 2012 juga
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat ada 52 pelanggaran yang
ditangani oleh kepolisian 23 pelanggaran kemudian dilanjutkan pada proses hukum
selanjutnya (tilang). Sisanya 52 pelanggaran itu kemudian hanya dilakukan tindakan
berupa teguran. Pada tahun 2013 terus meningkat tercatat 77 pelanggaran, kemudian
dilanjutkan pada proses hukum sebanyak 48 pelanggaran. Pada tahun 2014 (sekarang)
merupakan puncak peningkatan tercatat 136 kasus, 128 diantaranya dilakukan
pendataan sedangakan sisanya 104 kasus dilanjutkan dengan proses hukum (tilang).
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Tabel 2







SD 34 0 16%
SMP 66 0 32%
SMA 110 11 52%
JUMLAH 210 11 100%
(Sumber Data : Diolah dari hasil kuisioner tahun 2014 )
Berdasarkan data yang disajikan penulis di atas, kita dapat melihat bahwa dari
tiga tingkat pendidikan ini semuanya terdapat anak yang menggunakan kendaraan
bermotor. Pada tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)
tidak ditemukan anak yang telah memiliki SIM. Berbeda dengan pada tingkat
pedidikan pada SMA (Sekolah Menengah Atas) terdapat 11 orang anak yang telah
memiliki SIM, yaitu SIM C. Padahal dari segi usia tentunya mereka belum memenuhi
persyaratan untuk memperolehnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari
keseblas anak tersebut terungkap bahwa mereka memperoleh SIM tanpa melalui
prosedur hukum untuk memporoleh SIM. Melainkan mereka memperolehnya melalui




Jenis dan banyaknya kendaraan bermotor yang dikendarai
JENIS KENDARAAN BANYAKNYA PERSENTASE (%)
SEPEDA MOTOR 201 95%
MOBIL 9 5%
JUMLAH 210 100%
(Sumber Data : Laka lantas Polsekta Somba Opu Tahun 2014)
Dari data di atas terlihat bahwa 201 anak yang menggunakan sepeda motor di
wilayah  Polsekta Somba Opu. Sedangkan yang menggunakan mobil ada dua orang,
Diketahui bahwa kesembilan anak yang menggunakan mobil tersebut berasal dari
tingkat pendidikan SMP dan SMA, Mereka menggunakan mobil ini untuk keperluan
bersekolah. Bahkan siswa SMP ini mengaku bahwa dia menggunakan mobil ini
setiap hari sekolah. Selain itu mereka mengaku bahwa mereka belum pernah
sekalipun terjaring razia yang dilakukan oleh pihak Polsekta somba opu.
Menurut Napa kanit lantas polsekta Somba Opu, bahwa dalam jangka waktu
2009-2014 dari pihak Polsekta Somba Opu tidak pernah menemukan anak di bawah
umur yang menggunakan mobil. Selama ini kami hanya melakukan tindakan razia
terhadap pengguna sepeda motor saja. Kalau pun ternyata nanti ditemukan, kami akan
melakukan tindakan terhadap mereka. Kami akui bahwa untuk menemukan anak
yang menggunakan mobil lebih sulit ketimbang dengan yang menggunakan sepeda
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motor1.
Faktor-faktor Mengenai Penggunaan Kendaraan Beromotor oleh Anak di
Wilayah Polsekta Somba Opu. Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab
terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, dapat dilihat dari
jawaban yang diberikan oleh 50 orang responden pada tabel di bawah ini sebagai
berikut:
Tabel 4
Pendapat Responden Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penggunaan
kendaraan Bermotor oleh Anak di Wilayah Polsekta Somba Opu.
No Pertanyaan Jawaban Jumlah
1
Apakah anda mengetahui







kendaraan bermotor atas dasar













kendaraan bermotor atas dasar













tentang opini tidak wajib lalu
lintas ?, setuju (ya), tidak setuju
(tidak)?
Ya : 9
Tidak : 41 50




NO. FAKTOR JUMLAH PERSENTASE
1 Ketidaktahuan 2 4%
2 Dorongan Pribadi 17 34%
3 Dorongan Keluarga 12 24%
4 Dorongan Pergaulan 4 8%
5 Ketidakjeraan 6 12%
6
Opini tidak wajib tertib lalu-
lintas 9 18%
(Sumber Data : diolah dari hasil kuisioner tahun 2014)
Berdasarkan dari hasil 50 responden dari table 4 di atas, maka dapat dilihat
bahwa, 2 anak atau 4% yang memberikan jawaban bahwa faktor penyebab
penggunaan kendaraan bermotor oleh anak adalah karena ketidaktahuan, 17 anak atau
34% menjawab, bahwa penyebabnya adalah karena dorongan/keinginan sendiri dari
anak, 12 atau 24% yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor dorongan dari
keluarga, 4 atau 8% yang menjawab karena faktor pergaulan (teman), 6 atau 12%
anak yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor ketidakjeraan dan terdapat 9 atau
18% anak yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor opini tidak wajib lalu-
lintas.
Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan wawancara, maka dapat
diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan kendaraan bermotor
oleh anak di wilayah hukum Polsekta Somba opu.
1. Faktor Ketidaktahuan
Pengetahuan hukum sangatlah penting diajarkan untuk anak sejak dini, Hal
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ini penting sebagai upaya pencegahan, agar tindakan melawan hukum pada anak
dapat ditekan. Anak yang tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai hukum
cenderung lebih mudah untuk melawan hukum. Pengetahuan hukum ini harusnya
mereka dapatkan dari pihak orangtua, sekolah dan pihak kepolisian. Dari data di
atas terlihat jelas bahwa faktor ketidaktahuan bukanlah faktor dominan yang
menyebabkan seorang anak menggunakan kendaraan bermotor. Dari 50
narasumber, terdapat 2 anak SD yang menyatakan bahwa mereka tidak
mengetahui mengenai aturan yang melarang Seseorang untuk menggunakan
kendaraan bermotor. Padahal seseorang yang ingin mengemudikan kendaraan
bermotor haruslah memiliki SIM, di mana persyaratan minimal usianya adalah 17
tahun. Mereka dengan perasaan yang biasa-biasa saja dalam menggunakan
kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan pengetahuan
yang cukup mengenai tertib lalu-lintas, baik itu dari pihak orangtua, sekolah,
maupun pihak kepolisian. Harusnya anak dibekali dengan pengetahuan mengenai
lalu-lintas, khususnya aturan-aturan dasar dan memberikan pandangan akan
bahaya yang dapat ditimbulkan jika seseorang yang tidak memiliki keterampilan
dalam mengemudi.
2. Faktor Dorongan Pribadi
Faktor dorongan pribadi ini sendiri merupakan faktor yang paling dominan
di antara faktor-faktor lainnya. Terdapat 17 anak dengan persentase 34% yang
mengaku menggunakan kendaraan bermotor atas dasar dorongan pribadi. Hal ini
terjadi dikarenakan tidak adanya control dari orangtua. Anak yang diberikan
kebebasan untuk menggunakan kendaraan bermotor sejak dini tentunya memicu
keinginan anak untuk memiliki/mengemudikan kendaraan bermotor sendiri.
46
Kebanyakan dari mereka yang menggunakan kendaraan bermotor adalah untuk
keperluan bersekolah. Anak yang dalam tahap untuk menemukan jati dirinya
cenderung bersikap ingin mendapatkan pengakuan. Maksudnya adalah anak
merasa telah mampu menggunakan kendaraan bermotor. Padahal untuk
menggunakan kendaraan bermotor tidak cukup dengan mampu saja. Pengguna
kendaraan bermotor haruslah didukung dengan kondisi fisik maupun psikologis
yang baik, pemahaman mengenai tertib lalu-lintas juga harus dipenuhi.
3. Faktor Keluarga
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk
membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan
yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang
penting dalam perkembangan anak. Keluarga mempunyai kedudukan yang
sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga
potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab.
Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan
kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun lingkungan
masyarakat tempat anak bergaul. Berdasarkan data di atas terdapat 12 anak yang
menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan dorongan dari keluarga. Mereka
mengaku bahwa dari pihak orangtua mereka, tidak melarang untuk menggunakan
kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka mangaggap dengan anak
menggunakan kendaraan bermotor dapat memberikan efisiensi. Dengan
menggunakan kendaraan bermotor, akan memudahkan anak ke sekolah atau
dengan kata lain mobilitas akan semakin tinggi. Biaya yang dikeluarkan dengan
menggunakan kendaraan bermotor jauh lebih murah ketimbang mereka harus
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menggunakan kendaraan umum.
Selain itu, menurut Napa bahwa orangtua saat ini cenderung untuk
memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka gunakan.
Mereka lebih mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi ketimbang
faktor keselamatan anaknya sendiri. Harusnya orangtua mengutamakan
keselamatan anaknya. Apalagi intensitas lalu-lintas kendaraan bermotor maupun
tidak bermotor di wilayah ini sangat tinggi. Sudah ada beberapa kali kecelakaan
yang korbannya adalah anak yang berada di bawah umur. Ini harus menjadi
perhatian kita bersama sebagai orangtua untuk senantiasa menjaga anak kita.2
4. Faktor Pergaulan Anak
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak,
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak
menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan
yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada
pembentukan prilaku yang buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka
melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak menjadi
delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi
terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu
semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal,
Akan menjadi Lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut
dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal.
Data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berperan
2Napa, (45 tahun),  Kanit Lantas Polsekta Somba Opu, wawancara, Polsekta Somba Opu, 8
September 2014.
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dalam pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak adalah faktor
pergaulan. Terdapat 4 anak atau 8% dari 50 orang anak. Anak-anak cenderung
lebih mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulannya sehari- hari, baik itu
di sekitar rumah maupun sekolah. Anak yang tidak mendapatkan kontrol dari
orang tua biasanya cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan
pergaulannya atau teman. Terhadap penggunaan kendaraan bermotor,
biasanya anak-anak paling mempengaruhi untuk menggunakan kendaraan
bermotor. Mereka merasa gengsi terhadap sepergaulannya yang menggunakan
kendaraan bermotor. Biasanya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor
akan dikucilkan dari pergaulan mereka. Akibatnya, anak kadang memaksakan
kehendak untuk dibelikan kendaraan bermotor oleh orangtua mereka.
5. Faktor Ketidakjeraan
Cesarre Beccaria dan Jerome Bentham dalam teorinya yaitu
Deterrence Theory maka ditekankan bahwa pada aspek penghukuman atau
aspek sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman pidana,
proses penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai dengan proses
penjatuhan hukuman yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya
efek deterrence atau jera sebagai tujuan utama. Kemudian dengan terciptanya
efek deterrence atau efek jera tersebut maka hal tersebut akan mencegah
terjadinya tindak kejahatan yang sama. Lebih lanjut oleh Beccaria dan
Bentham, menyatakan bahwa aspek penghukuman dan sistem pemidanaan
tersebut baru bisa efektif dan menimbulkan efek jera ketika dalam ancaman
dan pemidanaan tersebut unsur-unsur yaitu:
a. ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani atau severe.
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b. ancaman sanksi hukuman yang seimbang (fit) dengan perbuatan jahat yang
dilakukan. Yaitu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan
dengan perbuatan yang dilakukannya.
c. sanksi hukuman harus diberikan dengan segera atau swift yaitu: diberikan ketika
setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan (celerity).
d. Kemudian adanya unsure kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya
(certainty).
Bahwa faktor ketidakjeraan dari anak juga memiliki andil sebagai penyebab
terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini.
Dari data di atas menunjukkan angka 6 dengan persentase 12% jumlah anak
yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan
pihak kepolisian. Mereka menganggap tindakan pihak kepolisian yang hanya sekedar
mendata anak yang melakukan pelanggaran lalu-lintas adalah hal yang sangat mudah
dipenuhi. Mereka hanya perlu untuk mendengarkan arahan dari pihak kepolisian
kemudian mereka akan bebas.
6. Faktor Opini Tidak Wajib Tertib Lalu-Lintas
Faktor ini berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya tinggal
di wilayah somba opu. Dimana berkembang opini masyarakat yang menyatakan
bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mematuhi aturan lalu-lintas khususnya
pada penggunaan kendaraan bermotor pada anak dan penggunaan helm.
Terbukti dari 50 orang responden, terdapat 9 anak yang menyatakan bahwa
setuju dengan anggapan tersebut. Mereka berasumsi bahwa jalan yang terdapat
di somba opu, Anggapan seperti ini tentunya harus dengan segera diatasi. Harus
ada upaya yang lebih serius untuk menangani permasalahan ini, karena
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menyangkut pada penegakan hukum kita.
Menurut Napa kanit lantas polsekt Somba Opu, bahwa anggapan
masyarakat mengenai tidak wajibnya seseorang untuk mematuhi aturan tertib
berlalu-lintas dalam wilayah somba opu ini tidak benar. Sekalipun jalan yang
terdapat di wilayah ini merupakan jalan kompleks tidak ada pengecualian untuk
hal tersebut. Bisa kita lihat sendiri kondisi jalan kompleks ini berbeda dengan
kompleks lainnya, kemudian pertumbuhan ekomoni sangat berkembang pesat.
Hal ini ditandai dengan tingginya intensitas kendaraan yang berlalu lalang.
Selain itu, esensi dari tertib lalu-lintas adalah untuk mengatur agar memberikan
kenyamanan dan keselamatan baik bagi pengguna kendaraan maupun pengguna
jalan. Selain ketujuh faktor di atas, terdapat pula satu faktor yang juga turut
menyababkan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di wilayah Polsekta
Somba Opu, yaitu faktor Sekolah. Sekolah adalah media atau perantara bagi
pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung
jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan
tingkah laku (moral). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara
tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-
sekolah.3
Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak
kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka
menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan
sesamanya, interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan
3 Napa, (45 tahun),  Kanit Lantas Polsekta Somba Opu, wawancara, Polsekta Somba Opu, 8
September 2014.
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akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga
anak menjadi delikuen.
Menurut A. Izullah, pada tingkat pendidikan SMP dan SMA anak
diberikan keleluasaan dari pihak sekolah untuk membawa kendaraan
bermotor. Harusnya dari pihak sekolah melarang anak didiknya untuk
mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Untuk melakukan hal ini
sebenarnya tidaklah sulit jika dari pihak sekolah tegas untuk melarang.
Berbeda pada tingkat pendidikan SD, di mana pihak sekolah melarang setiap
murid untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini sangat
membantu dalam upaya pencegahan terhadap penggunaan kendaraan
bermotor.4
C. Upaya pihak kepolisian dalam mengatasi dan mengurangi penggunaan
kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur
Upaya mengatasi terhadap Penggunaan Kendaraan Beromotor oleh Anak di
Wilayah Polsekta Somba opu Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh
penyusun bahwa, terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak
disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu diadakan penanggulangan
agar pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor ini dapat diberantas, minimal
ditekan jumlahnya. Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya pelanggaran ini di
wilayah Polsek somba opu seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab
terdahulu, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Lalu-Lintas Polsekta
Tamalanrea secara garis besar yaitu:
4 A. Izullah, (32 tahun), Lantas Polsekta Somba Opu, wawancara, Polsekta Somba Opu, 8
September 2014.
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1. Upaya Preventif ( pencegahan)
2. Upaya Represif ( penindakan)
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kedua bentuk upaya
penaggulangan tersebut.
a. Upaya Preventif
Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk
Mengadakan perubahan-perubahan yang bersit positif terhadap kemungkinan
terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum).
Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada membasmi
setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik daripada
mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. Lebih baik di sini
berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu
azas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan/pelanggaran
harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para pelakunya.
1) Penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas, Penyuluhan dilakukan langsung ke
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang
berada di Kecamatan somba opu. Hal ini dilakukan rutin sekali dalam sebulan.
Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan
mengenai tertib lalu-lintas dengan penyajian yang mudah untuk dipahami olah
anak. Pengetahuan itu seperti memberikan pemahaman mengenai rambu-rambu
jalan, bahaya yang ditimbulkan jika seorang anak di bawah umur
mengemudikan kendaraan bermotor. Langkah Ini ditempuh oleh pihak
kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah pengguna kendaraan
bermotor oleh anak yang saat ini dinilai semakin banyak saja.
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2) Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsekta
Somba Opu. Beberapa pihak sekolah yang menyadari akan bahaya hal ini, turut
melakukan upaya pencegahan dengan cara melarang bagi murid/siswa untuk
tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Namun, tidak semua
sekolah melakukan hal ini.
b. Upaya represif
Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan
oleh aparat Penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi
sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini.
Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat
Operasi Rutin ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA) yang berada di kecamatan Somba Opu. Hal ini dilakukan bersamaan
dengan penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas.
Dalam melakukan Operasi Rutin ini polisi melakukan tilang atau hanya
mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi Rutin ini
kemudian dibawa ke Polsek Somba Opu untuk menjalani proses Hukum
selanjutnya. Bagi Anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan
kendaraan bermotor, maka polisi melakukan tindakan berupa pendataan. Setelah
dilakukan pendataan kemudian Pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak
yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Tilang dilakukan
sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini
tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.
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Setelah diuraikan Secara menyeluruh pembahasan tentang penggunaan
kendaraan bermotor oleh anak dalam wilayah hukum Polsekta somba opu dari tahun
2009 sampai dengan tahun 2014, yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor oleh
anak di wilayah Polsekta Somba Opu adalah faktor ketidaktahuan, dorongan
pribadi, dorongan keluarga, dorongan pergaulan, ketidakjeraan dan opini tidak
wajib tertib lalu-lintas.
2. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif
(pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah
dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas
khususnya mengenai bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan
upaya untuk melarang anak mengemudikan kendaraan bermotor olah pihak
sekolah. Upaya represifnya adalah akan dilakukan operasi rutin yang
dilakukan oleh pihak Polsekta Somba Opu ke Sekolah-sekolah. Bagi anak
yang terkena operasi rutin ini dilakukan pendataan kemudian diberikan arahan
dan bagi yang telah diketahui melakukan pelanggaran lebih dari dua kali,
maka dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya.
B. Implikasi Penelitian
1. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah SMP dan SMA harus
ditingkatkan mengingat angka pelanggaran ini masih tinggi pada tingkat
pendidikan ini. Pihak sekolah juga harus berperan lebih aktif untuk
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mengontrol penggunaan kendaraan bermotor ini.
2. Selain itu, sosialisasi tidak hanya dilakukan pada anak. Akan lebih baik jika
sosialisasi juga melibatkan pihak keluarga (orangtua) sebagai salah satu dan
utama kontrol terhadap anak. Harus ada kerjasama baik itu pihak keluarga,
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